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Abstract 

 The phenomena that occur in this study can be seen as Indicated that the Tourism and Culture Office of 

Rokan Hulu Regency has not yet increased the development of tourist destinations in Aek Martua. It is indicated 

that the Tourism and Culture Office of Rokan Hulu Regency has not completed the target of the work program. It 

is still indicated that the weakness of tourist destinations causes the management of Aek Martua tourism to be 

inadequate. The number of visitors has decreased significantly because tourist destinations have not been managed 

properly. Still lacking in publicizing tourist destinations as a driver of tourist attraction. The purpose of the study 

was to determine the role of the Tourism and Culture Office in the Development of Aek Martua Tourism 

Destinations in Rokan Hulu Regency and to determine the inhibiting factors in carrying out the role of the 

Tourism and Culture Office in the Development of Aek Martua Tourism Destinations in Rokan Hulu Regency. 

The type of research that will be used by this study is a descriptive survey with a quantitative method. The 

informants in this study consisted of the Head of the Tourism Office of Rokan Hulu Regency, the Head of Bangun 

Purba Village, the Sadar Wisata Community, the Surrounding Community, and Tourist Visitors. The data 

collection techniques used in this study were Questionnaires, Observations, Interviews, and Documents. Based 

on the results of the study conducted related to the Role of the Tourism and Culture Office in Developing the Aek 

Martua Tourist Destination in Rokan Hulu Regency, it is known that the role of the Tourism and Culture Office 

in Developing the Aek Martua Tourist Destination in Rokan Hulu Regency is lacking.  
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Abstrak 

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini dapat dilihat seperti Terindikasi bahwa Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu masih belum meningkatkan pengembangan destinasi wisata 

yang ada di Aek Martua. Terindikasi bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu 

belum menyelesaikan target dari program kerja. Masih terindikasi bahwa lemahnya destinasi wisata 

menyebabkan pengelolaan wisata Aek Martua kurang memadai. Jumlah pengunjung yang menurun 

secara signifikan karena destinasi wisata belum di Kelola dengan baik. Masih kurang dalam 

mempublikasikan destinasi wisata sebagai pendorong daya tarik wisatawan. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Destinasi 

Pariwisata Aek Martua di Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam 

melakukan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Aek 

Martua di Kabupaten Rokan Hulu. Tipe dari penelitian yang akan digunakan oleh peneltiian ini adalah 

survey deskriptif dengan metode kuantitatif. Informan pada penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas 

Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Desa Bangun Purba, Masyarakat Sadar Wisata, Masyarakat 

Sekitar, dan Pengunjung wisatawan.  

 

Kata Kunci: Peran, Pengembangan, dan Destinasi Pariwisata 
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Administrasi sebagai sesuatu yang di pergunakan untuk melaksanakan kegiatan 

seseorang individu ataupun sekelompok orang untuk mencapai tujuannya bersama. 

Administrasi ini sebagai proses pengorganisasian dari kegiatan, ide, tujuan untuk mencapai 

suatu tujuan. Sampai pada tujuan ini sudah terlaksanakan dengan baik. Administasi 

merupakan seluruh proses Kerjasama antara perorangan atau sekelompok lebih yang 

didasarkan atas rasionalitas, dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 

Organisasi sebagai elemen kunci bagi sekelompok orang yang akan bekerjsama untuk 

mencapai sebuah tujuannya tertentu karena organisasi ini sebagai tempat berkumpulkan 

orang dalam pemberian tugas dan tempat berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan. Dengan adanya organisasi maka seseorang mampu melakukan pencapain tujuan 

secara bersama. Agar usaha dalam pencapaian tujuan ini menjadi lebih baik dan lebih mudah 

maka dalam menjalankan sebuah organisasi akan membutuhkan sebuah manajemen. 

Manajemen ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari organisasinya dan tujuannya. 

Manajemen sebagai cara untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan alat atau 

instalasi yang tersedia sebanyak mungkin, manajemen sebagai kegiatan utama yang harus 

dilakukan oleh seorang pemimpin. 

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang didirikan dengan 

tujuan dari segenap bangsa dan seluruh dari tumpah darah Indonesia untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan dari kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban 

dunia berdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial dan sebagaimana hal ini diamanatkan 

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 

alenia keempat. Dalam mencapai sebuah tujuan tersebut maka setiap dari manusia harusnya 

bernegara dalam menjalankan kehidupan didalam negara ini maka lahirlah pemerintah, 

menurut Syafi’e (2015: 32) pemerintah adalah sebagai organisasi dari negara yang 

menunjukan dan menjalankan kekuasaannya, pemerintah Indonesia sebagai pemilik 

kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya dalam 

pemerintahan Indonesia ini adalah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indoensia 

Tahun 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. 

Indonesia terletak berada di samudera Hindia dan Pasifik dan diantara benua yaitu 

benua Asia dan Australia. Diantara dari benua Asia dan Australia ini negara-negara yang 

sedang mengalami perkembangan adalah Negara Republik Indonesia NKRI, beberapa pulau 

di Republik Indonesia ini sudah diakui secara internasional oleh negara dimanapun di dunia 

karena potensi nya yang tidak tertandingi. Negara ini memiliki banyak pulau baik besar 

maupun kecil dengan keindahan yang berbeda-beda di daratan maupun di lautan, Indonesia 

yang kaya akan sumber daya alam, dan juga memiliki keragaman budaya dan seni yang 

berbeda di setiap daerahnya sehingga memberikan kekhasan daerah tersebut yang dapat 

diperkenalkan ke daerah lain bahkan sampai keluar negri. 

Indonesia yang kaya dengan wisata alam yang indah, wisata dari budaya yang menjadi 

warisan peninggalan nenek moyang yang menjadi cermin keberagaman dan keyakinan yang 

dimiliki Indonesia. Oleh karena itu industri pariwisata di Indonesia saat ini mulai berkembang 

dan menjadi daya pengikat tersendiri bagi masyarakat, baik didalam negri maupun diluar 

negri, sehingga dengan hal tersebut dapat diharapkan bahwa industri pariwisata nanti nya 
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akan menjadi sumber pendapatan bagi devisa negara dan mampu memberikan sebuah 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pariwisata. 

Pariwisata sering di kenal dengan pembangunan ekonomi yang tidak membutuhkan 

investasi yang begitu besar maka dengan itu dibutuhkan kesiapan dan pembenahan dalam 

bidang pengembangan dan pengelolaannya (Wahab, 2015: 42). Masyarakat Indonesia dengan 

hasil budayanya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi titik sentral 

untuk subjek pembangunan dan kekuatan dasar pembangunan pariwisataan. 

Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah 

Ayat 1 menjelaskan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 

9 ayat 

(3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan 

urusan pemerintahan pilihan. Dan pada pasal 12 ayat 3 ini menerangkan urusan 

pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) meliputi: 

1. Kelautan 

2. Pariwisata 

3. Pertanian 

4. Kehutanan 

5. Energy dan sumber daya mineral 

6. Perdagangan 

7. Perindustrian 

8. Transmigrasi 

Salah satu dari urusan pilihan yang dimaksud adalah pariwisata. Maka menurut 

Undang- Undang Kepariwisataan Nomor 10 tahun 2009 huruf d adalah: “kepariwisataan 

adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata yang bersifat 

multidimensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi 

antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah 

daerah dan pengusaha. Didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 padal 1 ayat (3) 

dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung dengan 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan 

pemerintah daerah. Dalam ayat 4 juga dijelaskan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan 

kegiatan yang terkati dengan pariwisata dan bersifat multidisiplin yang muncul sebagai 

sebuah wujud kebutuhan dari setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan pemerintah, dan pengusaha. 

Seperti yang sudah diketahui bahwa tujuan dari pembangunan pariwisata adalah untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonmi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengentaskan 

kemiskinan dan mengatasi pengangguran. Pariwisata ini juga tidak bisa dipisahkan dari 

pembangunan suatu daerah karena merupakan salah satu sektor andalan yang dapat 

meningkatkan devisa negara selain dari sektor migas. Dan disamping itu pembangunan dari 

kepariwisataan memiliki tujuan untuk melestarikan alam, lingkungan sumber daya, 

memajukan kebudayaan, mengangkat citra bansa, memupuk rasa cinta tanah air, 

memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa serta mempererat persahabatan antar bangsa. 
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Berdasarkan itu juga maka daerah membentuk dinas pariwisata dan kebudayaan untuk 

membantu Kepala Daerah untuk mengelola kekayaan yang ada di daerah. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 30 Nomor 10 tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan yang menerangkan bahwa kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah 

yaitu: 

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan 

kabupaten/Kota 

2. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota 

3. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota 

4. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata 

5. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwsataan di wilayahnya 

6. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang 

berada diwilayahnya 

7. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru 

8. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan

 dalam lingkup kabupaten/kota 

9. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya. 

10. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata dan 

11. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan 

Salah satu Daerah Otonom yang sudah diberikan kewenangan untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu. Sehubungan dengan 

penyelenggaraan tersebut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 tahun 

2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu Periode 

2020-2035 mempunyai tugas: 

1. Meningkatkan daya tarik destinasi wisata sebagai modal pengembangan ekonomi 

wilayah kabupaten 

2. Melestarikan wisata alam dan budaya sebagai bentuk dukungan pembangunan wisata 

berwawasan lingkungan 

3. Memberikan pelatihan juga sertifikasi wisata halal bagi pelaku usaha 

4. Memberikan pelayanan penunjang kepariwisataan bertaraf regional kepada 

masyarakat dan pengunjung 

5. Membangun sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat yang kompeten 

sebagai tulang punggung pelayanan kepariwisataan dengan mempertimbangkan nilai 

budaya masyarakat lokal 

6. Mengembangkan destinasi pariwisata yang halal, aman, nyaman dan menarik serta 

berwawasan lingkungan. 

Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan dan melindungi destinasi 

wisata nasional yang merupakan keindahan destinasi wisata potensial yang mana asetnya 
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belum dimanfaatkan sepenuhnya. Selain itu juga wisatawan juga bertanggungjawba untuk 

menciptakan suasana yang nyaman, tertib, bersih, perilaku yang baik dan perlindungan 

lingkungan daerah tujuan wisata dalam rangka menjaga dan memelihara daya tarik daerah 

tujuan wisata serta menjamin keberlangsungan daerah tujuan wisata, tujuan perjalanan, dan 

diketahui generasi selanjutnya. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Rokan Hulu pada pasal 3 dijelaskan bahwa: 

(1) DISPARBUD sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2, memiliki tugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. 

(2) DISPARBUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, bidang pemasaran pariwisata, Bidang 

destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan 

b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang 

destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pemasaran 

Pariwisata, 

Bidang destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan 

d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang 

destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkati dengan tugas dan 

fungsinya. 

Kewenangan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 adalah sebagai berikut: 

a. Bidang destinasi pariwisata 

1) Mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan 

evaluasi terkati dengan urusan pengembangan pariwisata dan sarana prasarana 

pariwisata 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala 

bidang Destinasi Pariwisata ini mempunyai fungsi: 

a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan

 rencana program/kegiatan dan anggaran bidang destinasi wisata 
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b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur 

lingkup bidang destinasi pariwisata 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang destinasi pariwisata antara 

lain meliputi pengembangan pariwisata dan sarana prasarana pariwisata 

d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan daerah terkait 

dengan urusan destinasi pariwisata 

e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang destinasi pariwisata 

b. Bidang Kebudayaan 

1) Bidang kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, 

koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan kesenian, nilai-nilai 

budaya, museum, Sejarah dan purbakala 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepala 

bidang kebudayaan menyelenggarakan fungsi 

a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana 

program/kegiatan dan anggaran bidang kebudayaan 

b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur 

lingkup bidang kebudayaan 

c. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah terkait urusan kebudayaan dan kesenian, Sejarah, 

serta cagar budaya dan koleksi museum 

d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peran serta masyarakat 

dalam perlindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan objek 

pemajuan kebudayaan di Kabupaten Rokan Hulu. 

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait urusan 

kebudayaan dan kesenian, Sejarah serta cagar budaya dan koleksi museum. 

Pariwisata yang ada di Indonesia ini masih dikatakan belum optimal namun aspek ini 

juga sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat yang khususnya pendapatan asli daerah, 

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam telah menggunakan 

kekayaannya sebagai target untuk mendatangkan pendapatan asli daerah. Salah satu 

kekayaan alam Indonesia dengan berbagai fasilitas wisatanya ada di Kabupaten Rokan Hulu, 

Ibu Kota Pasir Pengaraian khususnya di Pulau Sumatera Provinsi Riau Kabupaten Rokan 

Hulu hingga saat ini masih belum memiliki tempat wisata yang unggul dan menjadi pilihan 

untuk di kunjungi oleh masyarakat Riau. Tetapi bukan berarti Rokan Hulu tidak memiliki 

wisata, hanya saja tidak di Kelola dengan baik sehingga masyarakat cenderung memilih 

berwisata ke daerah tetangga yang lebih menarik, khusus nya Aek Martua yang mana wisata 
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alam air terjun yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Wisata Aek Martua ini banyak dikunjungi 

oleh setiap orang dari mancanegara namun memiliki destinasi yang masih kurang 

diperhatikan oleh pemerintah Rokan Hulu sehingga untuk kondisi dan suasana yang ada di 

Aek Martua ini kurang terlihat menarik dan banyak keadaan atau fasilitas dari destinasi 

wisata yang harus di perhatikan dan di perbaiki. 

Dengan hal ini apabila pengembangan dari destinasi wisata dan sumber daya manusia 

sekitar objek wisata ini baik maka dapat dipastikan akan memberikan dampak yang positif 

bagi kesejahteraan, ekonomi dan pendidikan masyarakat sekitar, adanya suatu destinasi 

wisata ini harus siap menerima dampak dari pariwisata yang terjadi baik dari aspek sosial 

budaya maupun ekonomi. Dan diperlukannya Kerjasama antara pemerinta daerah, investor 

maupun masyarakat sekitar untuk meminimalkan dampak pariwisata yang akan terjadi. 

Dalam pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan 

oleh Dinas Pariwisata danKebudayaan masih memiliki kendala yang secara signifikan harus 

dihadapi dengan baik seperti pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri 

maupun dari wisatawan yang ingin berkunjung ke lokasi objek wisata. Tetapi beberapa upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah ini belum seluruhnya terealisasi secara maksimal yang harus 

di efektifkan secara optimal. Seksi yang menangani kunjungan dan promosi yang ada di 

Kabupaten Rokan Hulu ini biasanya bagian seksi promosi pariwisata yang saling mendukung 

dan membantu pelaksanaan tugas dan pekerjaan untuk dinas yang berkaitan dengan 

mengadakan event atau acara dalam mendukung pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu. 

Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi 

 Administrasi secara umum juga dibedakan menjadi dua, yaitu arti sempit dan luas. 

Adminstrasi dalam arti sempit menurut Atmosudirjo (2007: 30) adalah tata usaha atau office 

work yang meliputi kegiatan catat mencatat, tulis menulis, korespodensi, kearsipan dan 

sebagainya. Selain itu menurut Nawawi (2009: 33) mengatakan bahwa administrasi 

merupakan catatan setiap komponen administrasi berupa manajemen, organisasi maupun 

kegiatan operasional. Menurut Harbani Pasalog (2017: 3) administrasi merupakan pekerjaan 

yang dilakukan secara terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk bekerjasama 

dalam mencapai tujuan atas keefektifan, rasional dan efisiensinya. Sedangkan menurut Syafri 

(2012: 4) mengatakan administrasi adalah kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, 

pemberina nomor atau kode surat, pengetikan, penyimpanan, pengiriman berbagai informasi 

yang dapat diterima atau yang sudah dikeluarkan oleh organisasi. 

Menurut Zulkifli (2009: 20) ada tiga substansi yang terdapat didalam konsep administrasi 

yaitu: 

a. Bahwa administrasi dapat diasumsikan sebagai seni. Keberhasilan dari penerapannya 

memerlukan teknik tertentu yang bersifat sangat situsional dan kondisional. 

Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situas pada waktu dan tempat 

dimana dia akan dijalankan. 
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b. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur adanya dua orang atau lebih, 

adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya 

pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut 

diatas. 

c. Bahwa administrasi sebagai proses kerjasama yang bukan merupakan konsep yang 

baru, sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban mengenai 

keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan. 

Konsep Organisasi 

 Secara teoritis organisasi dapat dipahami dengan berbagai macam sudu pandang atau 

persepsi. Menurut Scoot (2003: 45) merupakan kesatuan yang secara rasinal untu mengejar 

suatu tujuan, sebagai kualisi yang mendukung secara kuat yang mana organisasi merupakan 

sebuah instrument untuk mengejar pada kepentingan masing-masing individual. Sebagai 

suatu system yang secara terbuka yang mana kelangsungan hidup organisasi sangat 

tergantung kepada input dari lingkungan, sebagai alat mendominasi dan banyak lagi persepsi 

yang dipakai untuk mendapatkan sebuah makna organisasi ini. 

 Karena dianggap system, orgnisasi ini merupakan setiap bentuk yang disekutukan 

antara dua orang manusia atau lebih yang bekerjasama secara formal yang terkait dalam 

mencapai tujuan yang sudah ditentukan dalam sebuah ikatan yang mendapatkan pencapaian 

atau beberapa orang yang sudah disebut atasan seseorang atau kelompok orang yang disebut 

bawahan (Siagian, 2011: 6-7). 

Konsep Manajemen 

 Menurut Millet (2014: 1) manjemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian 

fasilitas kerja kepada orang yang sudah menjadi bagian dari organisasi dalam kelompok 

formal dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut Terry (2014: 1) manajemen ialah suatu 

proses atau kerangka pekerjaan yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok 

orang kearah tujuan yang dimaksud dalam suatu organsiasi yang nyata. 

 perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, motivasi, komunikasi dan pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengorganisasikan 

pada berbagai sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan sehingga akan 

menghasilkan suatu hal yang efisien. Menurut Dinn (2015: 5) Menajemen adalah sebuah 

proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan sebuah oragnsiasi yang melalui rangkaian 

kegiatan yang berupa sebuah perencanan, pengendalian dan pengarahan pada sumber daya 

organisasi lainnya. Manajemen menurut (Sukiswa (2013: 13) mengatakan bahwa manajemen 

merupakan suatu proses social yang direncanakan untuk menjamin dalam kerjasama dalam 

berparsitipasi, intervensi, dan keterlibatan orang untuk mencapai sasaran tertentu yang 

ditetapkan secara efektif. 

Konsep Pemerintahan Daerah 
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 Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah 

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi. Pemerintah 

daerah atau kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, 

pemberhentian, penetapan pension, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai (Syafiie, 2003: 

129). Didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan 

bahwa: pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip 

negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Republik Tahun 1945. 

 Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan 

yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang di wujudkan 

dengan pengaturan,  pembagian,  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang  

berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan 

keanekaragaman daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas 

utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda 

reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluasnya yang merupakan sebuah 

keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang 

semakin kritis dan responsive untuk memaknai pembangunan (Rahman, 2004 : 229) 

Konsep Peran 

 Peran merupakan sebuah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang didalam 

struktur sosial karena kedudukannya ini melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan 

yang dinamis yang mana dari pola tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal yang atau 

peristiwa (Soekanto, 2015: 3) status ataupun keduukan ini tidak mampu terpisahkan dengan 

peran. Dan tidak ada peran tanpa kedudukannya. Manusia memiliki perannya masing-

masings sesuai dengan pola dan kapasitasnya (status atau kedudukan) dalam pergaulan 

sosialnya. 

 Menurut Rivai (2015: 42) peran merupakan perilaku seseorang yang dapat diharapkan 

untuk membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarahkan pada kemajuan, 

meskipun tidak selamanya ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut juga Rivai ini 

mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang. Peran dapat dijadikan tolak ukur 

seseorang sebagai pemimpin apakah orang tersebut dapat memaksimalkan kinerjanya dalam 

menjalankan tugas- tugas yang diberikan kepada nya atau tidak. 

Pariwisata 

 Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. selanjutnya Marpaung (2015: 32) 

pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan dari 

pekerjaan- pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. 
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 Pariwisata merupakan fenomena kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang 

atau kelompok manusia kesuatu tempat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, 

dimana perjalanan atau nafkat, selain itu kegiatan tersebut didukung dengan berbagai fasilitas 

yang ada di daerah tujuan tersebut yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. 

pariwisata ini merupakan sebuah industry yang terbesar dimana kegiatan pariwisata dapat 

meningkatkan anggaran pendapatan belanja dan pendapatan perekonomian masyarakat 

setempat (lokal) serta menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam dan budaya 

(Ridwan, 2015: 43). 

Pengembangan Pariwisata 

 Pengembangan biasanya tidak lepas dari sesuatu upaya atau dari pengembangan pada 

objek yang sudah dibangun. Suwarto (2015: 32) menyatakan bahwa pengembangan bertujuan 

untuk mengembangkan produk yang pelayanan berkualitas, seimbang, bertahan. 

Pengembangan objek wisata menurut Pearce (2015: 310) diartikan sebagai suatu usaha untuk 

melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam 

pengembangan ini bahwa faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan objek wisata 

menurut (Yoeti, 2014:32) yaitu: 

a. Tersedianya objek wisata dan daya tarik wisata 

b. Adanya fasilitas accecibility yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan 

wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata 

c. Tersedianya fasilitas ameneties yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan 

kepada masyarakat 

Metode 

 Tipe dari penelitian yang akan digunakan oleh peneltiian ini adalah survey deskriptif 

dengan metode kuantitatif. Tipe dari penelitian survey deskriptif ini bertujuan untuk 

membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang akan diselidiki dengan menggunakan sejumlah sampel 

(responden) dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang 

terkumpul lebih akurat dan nyata. 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 80). Adapun yang akan dijadikan populasi 

dalam penelitian ini ialah 1 orang kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 3 orang staff 

bidang destinasi wisata, 3 orang staff bidang kebudayaan, 5 orang kelompok sadar wisata dan 

850 orang wisatawan (pengunjung mancanegara dan domestik). Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh keseluruhan populasi tersebut. Sampel yang 

diambil dari jumlah populasi pun juga harus representative (mewakili) karena jika tidak 

representative maka ibaratkan orang buta yang disuruh untuk menyimpulkan sebuah 

karakteristik hal yang besar. 
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 Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara berikut Kuesioner, 

Observasi, Wawancara. Dan Dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tehnik analisis statistik yang dapat memberikan efisiensi dan aktifitas kerja yang 

membuat data lebih ringkas bentuknya. 

Hasil dan Pembahasan 

 Menurut Soekanto (2001:242) Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota 

kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti 

pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya. Terkait dengan peran Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan dalam pengembangan destinasi pariwisata Aek Martua di Kabupaten Rokan 

Hulu. Strategi mengembangkan air terjun Aek Martua merupakan hubungan dari faktor 

kekuatan dengan peluang. Adanya kekuatan berupa potensi air terjun Aek Martua dapat 

memanfaatkan peluang yang ada, yaitu sarana dan prasarana yang belum dibangun. 

Pembangunan sarana dan prasarana yang dimaksud disesuaikan dengan keinginan 

pengunjung seperti penginapan, tempat sampah, kamar mandi, penunjuk arah, tangga beton 

dan salah satu contohnya seperti sarana dan prasarana outbond yang banyak diinginkan 

pengunjung untuk ditambah pada air terjun Aek Martua. Pembangunan sarana dan prasarana 

outbond merupakan salah satu yang dapat dibangun tanpa harus merusak kawasan. 

Pengembangan kegiatan wisata alam di air terjun Aek Martua diharapkan bisa menjadi 

penunjang kepariwisataan Provinsi Riau khususnya Kabupaten Rokan Hulu, karena jumlah 

objek wisata bagi masyarakat Rokan Hulu sangat terbatas sehingga, sebaiknya dilakukan 

pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengunjung. 

Peran Partisipatif 

 Menurut Soekanto (2001:242) peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh 

anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna 

bagi kelompok itu sendiri. Terkait dengan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 

pengembangan destinasi pariwisata Aek Martua di Kabupaten Rokan Hulu. 

 Dukungan dari pemerintah daerah, terutama instansi terkait dalam pengembangan 

ekowisata. Selain itu juga diberikannya bantuan pendanaan untuk pengembangan fasilitas di 

sekitar Air terjun Aek Martua. Sebagai kawasan objek wisata yang mampu meningkatkan 

perekonomian daerah dan masyarakat, peran pemerintah juga diperlukan dalam memberikan 

pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dalam kegiatan ekowisata masyarakat, 

Melakukan pengamanan di air terjun Aek Martua. 

Peran Pasif 

 Menurut Soekanto (2001:242) peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang 

bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada 

fungsi–fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. Terkait dengan peran 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan destinasi pariwisata Aek Martua di 

Kabupaten Rokan Hulu. 
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 Dalam pengembangan destinasi pariwisata Aek Martua di Kabupaten Rokan Hulu 

memang berada pada Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu namun hal ini belum 

dirasakan kinerjanya oleh masyarakat sekitar lokasi wisata Aek Martua. Dinas Pariwisata 

Kabupaten Rokan Hulu hanya berfokus pada lokasi wisata yang unggulan dan mejadi ikon 

Kabupaten Rokan Hulu sehingga masih banyak lokasi wisata yang belum di benahi secara 

langsung di lapangan termasuk air terjun Aek Martua. 

 Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu berusaha menjalin hubungan kerja 

pemerintah desa yang lokasi wisatanya belum diprioritaskan. Sedangkan pada air terjut aek 

martua kantor desa hanya sebatas koordinasi dan laporan dari masyarakat sekitar. Wisata 

unggulan sudah terjalin baik namun pada lokasi wisata yang belum tergolong di prioritaskan 

di Kabupaten Rokan Hulu belum terjalinnya hubungan kerja antar pemerintah dan 

masyarakat sekitar lokasi wisata. Sehingga Aek Martua di Kabupaten Rokan Hulu cenderung 

dilakukan oleh masyarakat yang banyak memberikan inisiatif khususnya pengembangan aek 

martua khususnya para pemuda. Sedangkan dari pemerintah khususnya pada pemerintah 

desa hanya menyetujui dan menerima laporan. 

Faktor penghambat dalam melakukan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 

Pengembangan Destinasi Pariwisata Aek Martua di Kabupaten Rokan Hulu 

1. Fasilitas yang masih kurang 

 Fasilitas pariwisata adalah fasilitas utama yang menjadikan tempat wisata dapat hidup 

dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan yang 

berkunjung. Sedangkan sarana fasilitas yang disediakan guna memberikan pelayanan kepada 

para wisatawan, karena maju mundurnya sarana pariwisata tergantung pada jumlah 

kunjungan wisatawan. Prasarana dan sarana dapat menjadi salah satu penunjang yang sangat 

penting agar daya tarik wisata banyak diminati wisatawan. Karena apabila prasarana dan 

saranatidak dikembangkan dengan baik akan berakibat berkurangnya minat wisatawan yang 

berkunjung 

2. Koordinasi pemerintah masih kurang 

 Koordinasi antara pemerintah dan pihak swasta dapat menjadi bagian dari peran 

pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata. Koordinasi ini dapat 

membantu menciptakan kesamaan dalam pembuatan kebijakan, meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi implementasi kegiatan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin 

timbul. Selain koordinasi, peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata juga dapat 

mencakup: 

a. Menyediakan infrastruktur 

b. Memperluas fasilitas 

c. Memfasilitasi penanaman modal 

d. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan potensi pariwisata 

e. Menyiapkan sistem perencanaan tata ruang kawasan wisata 

f. Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan wisata 
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g. Memenuhi fasilitas standar di kawasan wisata, seperti fasilitas kesehatan, keamanan, 

kebersihan, dan komunikasi 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan Peran Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Aek Martua di Kabupaten Rokan 

Hulu diketahui bahwa kurang berperannya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam 

Pengembangan Destinasi Wisata Aek Martua di Kabupaten Rokan Hulu hal ini terlihat dari 

sebaran kuesioner sebesar 48.98% dengan kategori kurang berperan. Sedangkan dari sisi 

hambatan terlihat dari fasilitas yang masih kurang dan koordinasi pemerintah masih kurang. 
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